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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama                  :   AFIF UMAHATUN, S.H 

Jabatan               :   Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 
 

 

Nama                  :   H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Jabatan               :   Bupati Bantul 

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 
 

 

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 
 

 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
 

 
 

PIHAK KEDUA 

BUPATI BANTUL 

 

H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Bantul, 7 Januari 2026 
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LAMPIRAN 1 

TABEL KINERJA 

TAHUN 2026 
 

 

Perangkat Daerah      : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 

Jabatan                       : Kepala Dinas 

Tahun Anggaran        : 2026 
 

 

N  

Tujuan/Sasaran 
Indikator  

Satuan 
Target Triwula  

Target 
o Kinerja Tahunan n 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Meningkatkan Indeks Desa Nilai 88,58 I 88,58 
kemandirian desa II 88,58 

 III 88,58 

 IV 88,58* 

1. Meningkatnya tata kelola 
pemerintahan kalurahan 
yang efektif, kolaboratif, 
dan berorientasi kinerja 

Persentase Persen 13,33 I 13,33 

1 kalurahan II 13,33 

 dengan hasil III 13,33 

 evaluasi AKIP IV 13,33* 
 kategori baik 

  Persentase Persen 20,00 I 20,00 

  kalurahan II 20,00 

  dengan III 20,00 

  penilaian PBJ IV 20,00* 
  kategori Baik 

2. Meningkatnya Capaian Persen 88,75 I 88,75 

1 pemberdayaan Dimensi II 88,75 

 masyarakat dalam Layanan III 88,75 

 pembangunan kalurahan Dasar, Sosial, IV 88,75* 
  dan Ekonomi 

  pada Indeks 

  Desa 

 

Keterangan: 
 

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan 
anggaran sebagai berikut: 

 
No Nama Program   Anggaran 

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan 

Yogyakarta Urusan Pertanahan 

: Rp. 239.283.000 

2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa : Rp. 750.000 

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa : Rp. 4.114.196.832 

4. Program Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan 

Masyarakat Hukum Adat 

: Rp. 793.931.494 
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5. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

: Rp. 5.093.928.616,08 

6. Program Penyelenggaraan 

Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan 

Dan Ketatalaksanaan 

: Rp. 156.500.000 

 Jumlah Anggaran : Rp. 10.398.589.942,08 

 

2.     *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome. 
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LAMPIRAN II 

PENJELASAN KINERJA 

TAHUN 2026 
 

 

Uraian Tujuan : 

 
“Meningkatkan kemandirian desa” 

 

 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan memiliki peran strategis dalam 

meningkatkan kemandirian desa melalui penguatan kapasitas pemerintahan desa, 

pemberdayaan masyarakat serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Ketiga peran strategis 

tersebut merupakan pendukung utama dalam tercapainya kemandirian desa. Melalui 

pembinaan berkelanjutan dan pengawasan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 

diharapkan berkontribusi dalam peningkatan nilai Indeks Desa. Terlebih, sejak tahun 2023 ke- 

75 kalurahan di Kabupaten Bantul telah mencapai status Desa Mandiri seluruhnya. 

Meningkatnya kemandirian desa diharapkan dapat tercermin dalam peningkatan nilai indkes 

desa. Peningkatan nilai inilah yang mencerminkan keberhasilan desa dalam aspek sosial, 

ekonomi dan lingkungan. 

 
Dasar hukum dalam mencapai tujuan antara lain : 

1.    Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa 

2.    Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 

Tahun 2014 tentang Desa 

3.    Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 

Adat Desa 

4.    Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

5.    Permendes PDTT No.21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa 

6.    Permendes PDTT No. 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa 

7. Peraturan  Bupati  Bantul  Nomor  172  Tahun  2021  tentang  Kedudukan,  Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kalurahan 

 
Indikator Tujuan 

Tujuan perangkat daerah memiliki 1 (satu) indikator yang dijelaskan sebagai berikut : 
 

 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Indeks Desa Indeks desa Total            indeks Berita Acara 

merupakan Dimensi   (Layanan Penetapan Status 

instrumen yang dasar  +  sosial  + Kalurahan 

digunakan untuk ekonomi               +  

mengukur tingkat lingkungan+  

perkembangan dan aksesibilitas+   tata  

kemandirian desa. Kelola  

Indeks desa terdiri 

dari 6(enam) 

pemerintahan)  
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No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

  dimensi yaitu   

  layanan dasar,   

  social, ekonomi,   

  lingkungan,   

  aksesibilitas dan tata 

Kelola Pemerintahan 

Desa. Nilai Indeks 

Desa menjadi tolak 

ukur keberhasilan 

desa dalam 

meningkatkan 

kualitas tata Kelola 

pemerintahan dan 

pemberdayaan 

masyarakat. 

  

 

Target Kinerja : 

Dalam perjanjian kinerja ini, telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan 

penjelasan sebagai berikut: 
 

 

Indikator Kinerja Target Penjelasan 

Nilai Indeks Desa 88,58 Pada tahun 2024 masih menggunakan 

indikator kinerja Indeks Desa 

Membangun (IDM) menggunakan 3 

indikator utama dengan capaian 0,896. 

Sedangkan mulai tahun 2025 

menggunakan indikator kinerja Indeks 

Desa dengan 6 indikator utama sesuai 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 9 Tahun 2024. Berdasarkan 

Berita Acara Verifikasi dan Validasi 

Penetapan Pendataan Indeks 

Desa/Kalurahan capaian nilai Indeks 

Desa Kabupaten Bantul Tahun 2025 

sebesar 88,50. 
 

 
 

Uraian Sasaran 1 : 
 

 

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi 

kinerja” 

 
Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kalurahan merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul, 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan  daerah  urusan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (Kalurahan).  Untuk
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mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan, kinerja 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul akan dititikberatkan pada 

sisi Pemerintahan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Terwujudnya tata kelola 

pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi kinerja selain merupakan 

tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan juga sejalan 

dengan mandat pelaksanaan reformasi birokrasi di kalurahan. 

 
Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain : 

1.  Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 

Tahun 2014 tentang Desa 

2.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik 

Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. 

3.  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Bantul  Nomor  5  Tahun  2021  tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 

4.  Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan 

5.  Keputusan Gubernur No. 185 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Kalurahan 

6.  Peraturan  Bupati  Bantul  Nomor  172  Tahun  2021  tentang  Kedudukan,  Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kalurahan 

 
Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 
 

 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Persentase Upaya       perbaikan Jumlah   kalurahan Hasil   Evaluasi   AKIP 

Kalurahan kalurahan tata                  kelola dengan           hasil 

dengan   hasil pemerintahan evaluasi         AKIP 

evaluasi AKIP kalurahan kategori baik dibagi 

kategori baik ditekankan        pada jumlah 

 kegiatan            yang seluruh   kalurahan 

 memiliki daya ungkit dikali 100% 

 tinggi          terhadap  

 perubahan        pada  

 Pemerintahan  

 Kalurahan.   Selaras  

 dengan     Reformasi  

 Birokrasi           yang  

 tertuang          dalam  

 Permen PAN RB No.  

 3      Tahun      2023  

 tentang            Road  

 MapReformasi  

 Birokrasi 2020-2024,  

 hasil  evaluasi  AKIP  
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  kategori baik menjadi 

salah satu tolak ukur 

kinerja pemerintahan 

kalurahan. 

  

2 Persentase Tata                kelola Jumlah   kalurahan Hasil   Penilaian   PBJ 

Kalurahan kalurahan pemerintahan dengan    penilaian 

dengan menyangkut PBJ  kategori  baik 

penilaian  PBJ beberapa   isu   yaitu dibagi           jumlah 

kategori Baik pengelolaan seluruh   kalurahan 

 keuangan,       SDM, dikali 100% 

 regulasi   serta   nilai  

 dan              budaya.  

 Penilaian PBJ untuk 

kalurahan 

 

 merupakan      salah  

 satu         instrument  

 evaluasi   pada   tata 

kelola 

pemerintahan 

 

 kalurahan       sesuai  

 dengan Permendagri  

 No. 73 Tahun 2020  

 tentang Pengawasan  

 Pengelolaan  

 Keuangan Desa  

 

Target Kinerja 

 
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 

yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

 
Indikator Kinerja Target Penjelasan 

Persentase kalurahan 

dengan hasil evaluasi 

AKIP kategori baik 

13.33% Target untuk persentase kalurahan 

dengan hasil evaluasi AKIP kategori 

baik telah disesuaikan dengan target di 

dalam   Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Reformasi Kalurahan se-DIY. 

Persentase kalurahan 

dengan penilaian PBJ 

kategori Baik 

20.00% Target untuk persentase kalurahan 

dengan penilaian PBJ kategori Baik 

telah disesuaikan dengan target di 

dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Reformasi Kalurahan se-DIY. 
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Uraian Sasaran 2 : 

 
“Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan” 

 

 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kalurahan Kabupaten Bantul sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah 

Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan  urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kalurahan). 

Pemberdayaan masyarakat dititikberatkan pada upaya perbaikan dalam rangka 

mengembangkan   kemandirian   kesejahteraan   masyarakat   kalurahan.   Dengan   adanya 

kemandirian kesejahteraan masyarakat kalurahan akan mempermudah para pemangku 

kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelolan dan 

mencapai tujuan pembangunan. Status kemandirian kesejahteraan masyarakat kalurahan 

dapat diukur dari capaian dimensi layanan dasar, sosial dan ekonomi pada Indeks Desa. 

 
Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain : 

1.  Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 

Tahun 2014 tentang Desa 

2.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik 

Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun 

3.  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Bantul  Nomor  5  Tahun  2021  tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 

4.  Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan 

5.  Keputusan Gubernur No. 185 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Kalurahan 

6.  Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 

 
Indikator Kinerja 

 

 

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 
 

 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Capaian Pemberdayaan Rata-rata Berita Acara 

Dimensi masyarakat dalam persentase capaian Penetapan Status 

Layanan mendukung dimensi      layanan Kalurahan 

Dasar, Sosial, pembangunan dasar,   sosial  dan  

dan   Ekonomi kalurahan tercermin ekonomi  

pada    Indeks dalam ketiga   

Desa dimensi (Layanan   

 Dasar, Ekonomi dan 

Sosial) dari seluruh 

6 (enam) dimensi 

Indeks Desa. 

Dimensi layanan 
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  dasar, ekonomi dan 

sosial menjelaskan 

tentang status 

kemandirian 

kesejahteraan 

masyarakat dalam 

mengelola 

pembangunan di 

wilayah kalurahan 

  

 

 
 

Target Kinerja 
 

 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 

yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

 
Indikator Kinerja Target Penjelasan 

Capaian Dimensi 

Layanan Dasar, Sosial, 

dan Ekonomi pada 

Indeks Desa 

88.75 % Target untuk capaian dimensi 

Layanan Dasar, Sosial dan Ekonomi 

telah disesuaikan dengan target 

capaian nilai Indeks Desa selama 5 

(lima) tahun. 
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